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ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya diskursus tentang khilafah dan
demokrasi di indonesia yang seringkali memicu polemik di tengah masyarakat.
Fenomena ini terlihat dalam berbagai forum keagamaan, media sosial, hingga ranah
politik, dimana konsep khilafah diperdebatkan sebagai alternatif sistem pemerintahan.
Di sisi lain demokrasi yang menjadi sistem politik Indonesia dianggap sebagian
kalangan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kota Jambi, Sebagai daerah yang
memiliki tradisi Islam yang kuat, menjadi arena menarik untuk meneliti pandangan dua
kelompok yang memiliki pengaruh signifikan, yaitu kiai pesantren salaf dan kelompok
Wahabi.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kedua kelompok tersebut
memaknai konsep khilafah dalam hubungannya dengan demokrasi dan konteks ke
indonesiaan, serta mencari titik temu yang dapat mendukung harmoni dalam hubungan
agama dan negara. Pendekatan teori-teori yang digunakan adalah teori sosiologi
pengetahuan feter L. berger untuk memaparkan pengaruh konteks sosial, budaya, dan
sejarah terhadap pemikiran kedua kelompok. Teori relasi agama dan negara oleh
Munawir Sjadzali juga digunakan untuk menganalisis sikap politik kedua kelompok
dalam memahami hubungan antara nilai-nilai Islam dengan prinsip demokrasi. Kiai
pesantren salaf cenderung bersikap moderat, menekankan fleksibilitas hukum Islam,
dan melihat demokrasi sebagai sistem yang dapat diharmonisasikan dengan nilai-nilai
keislaman. Sebaliknya, kelompok Wahabi lebih berfokus pada literalitas teks agama,
tetapi tetap mempertimbangkan konteks sosial dalam penerapan nilai-nilai Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun memiliki pendekatan yang
berbeda, kedua kelompok sepakat bahwa Islam tidak secara eksplisit memerintahkan
pendirian khilafah sebagai satu-satunya sistem pemerintahan. Mereka memahami
bahwa sistem pemerintahan Islam bersifat kontekstual dan dapat disesuaikan dengan
kebutuhan zaman selama tetap berlandaskan prinsip-prinsip Syariah vyaitu
kemaslahatan. Pandangan ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya
perdebatan mengenai relasi agama dan negara dilndonesia, sekaligus menunjukkan
bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: khilafah, demokrasi, sosiologi pengetahuan, relasi agama dan negara,
pesantren salaf, Wahabi
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
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Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan
No. 0543.b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

\ Alif Tidak Dilambangkan Tidak Dilambangkan

< Ba B Be

< Ta il Te

< S\a S Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je

z H{a H{ Ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh Ka dan ha

3 Dal D De

3 Z|al Z| Zet (dengan titik di atas)
J Ra R Er

B Zai Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy Es dan ye
ua S}ad S{ Es (dengan titik di bawah)
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o2 D{ad D{ De (dengan titik di bawah)
L T{a T{ Te (dengan titik di bawah)
L Z{a Z{ Zet (dengan titik di bawah)
& ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas

¢ Gain G Ge

s Fa F Ef

T Qaf Q Qi

<l Kaf K Ka

J Lam L El

2 Mim M Em

O Nun N En

B Wau W We

° Ha H Ha

e Hamzah ‘ Apostrof

¢ Ya Y Ye

B. Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah ditulis rangkap, contoh:
Oaxie ditulis muta’aqqidin
sac  ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbut{ah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h, contoh:
A ditulis hibah
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43> diulis jizyah
(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya,

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bilatamarbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah,
maka ditulis t, contoh:
kil 38 ditulis zakat al-figri

D. Vokal Pendek
<+ (Fathah) ditulis dengan “a”

31
1

¢+ (Kasrah) ditulis dengan
¢ (Dammah) ditulis dengan “u”

E. Vokal Panjang
1. Fathah + alif ditulis a (garis di atas)
Alals  ditulis jahilivyah
2. Fathah + alif maqgs{ur ditulis a (garis di atas)
= ditulis yas’a
3. Kasrah + ya mati ditulis T (garis di atas)
2w ditulis majid
4, Dammah + wau mati ditulis @
was A ditulis furnd
F. Vokal-vokal Rangkap
1. Fath{ah dan ya mati ditulis ai, contoh:
aSiw o ditulis bainakum
2. Fathah dan wau mati ditulis au, contoh:
Js&  ditulis qaul
G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan
Apostrof (‘)
1. &) ditulis a’antum
2. <) ditulis u’iddat



3. &8s gilditulis la’in syakartum
H. Kata Sandang Alif dan Lam

1.

Bila diikuti huruf Qamariyyah contoh

oAl ditulis Al-Qur’an

okl ditulis Al-Qiyas

Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka ditulis dengan menggandakan
huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dan menghilangkan huruf |
(eh)-nya. Contoh:

o=l ditulis Asy-Syams

sleidl ditulis As-Sama’

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan

Berbahasa Indonesia (PUEBI)
J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1.

Dapat ditulis menurut penulisannya.
oas il sy ditulis zawi al-furiid
Ditulis menurut bunyi pengucapannya dalam rangkaian tersebut
Al Jaf ditulis ahl al-sunnah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mencakup berbagai dimensi kehidupan
manusia, termasuk politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Agama ini tidak hanya
memberikan pedoman terkait akidah, ibadah, dan akhlak, tetapi juga mengatur
aspek sosial masyarakat. Implementasi ajaran sosial ini tidak dapat terwujud
tanpa adanya dukungan dari negara. Oleh karena itu, membentuk negara atau
pemerintahan untuk mengelola kepentingan rakyat menjadi tugas utama.
Keberlangsungan agama sangat bergantung pada eksistensi negara dan
pemerintahan, karena nilai-nilai agama seperti keamanan, keadilan, dan

ketertiban hanya dapat terwujud melalui peran negara.t

Dalam Islam, tidak ada penjelasan yang jelas atau ketentuan khusus
mengenai cara menentukan pemimpin, sebagaimana terjadi setelah wafatnya
Rasulullah. Rasulullah tidak menentukan pengganti dirinya atau mekanisme
penggantian tersebut. Dalam sejarah Islam, penetapan kepala negara dilakukan
dengan berbagai cara sesuai dengan kriteria ya ng berlaku. Misalnya, Abu Bakar
dipilih melalui musyawarah terbuka, Umar bin Khattab ditunjuk oleh pemimpin
sebelumnya, Usman bin Affan dipilih melalui musyawarah dalam dewan

formatur, dan Ali bin Abi Talib dipilih melalui musyawarah dalam pertemuan

1 Munawir Sjadzali, ’Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran>> (Cet. V;
Jakarta: Ul Press, 1993), HIm. 89.



terbuka. Fase ini dikenal sebagai pembentukan khilafah, yang merupakan
lembaga pemerintahan dalam Islam. Sementara itu, dalam masyarakat modern,
ada sistem demokrasi, yaitu suatu mekanisme pengambilan keputusan politik di
mana setiap individu memiliki hak untuk mempengaruhi keputusan dan
berkompetisi untuk mendapatkan dukungan atau suara rakyat.?

Umat Islam memiliki pedoman hidup utama, yaitu Al-Qur'an. Selain itu,
umat Muslim di Indonesia juga berpedoman pada Pancasila sebagai panduan
dalam menjalani kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perbedaan yang ada
di tengah masyarakat merupakan anugerah sekaligus rahmat dari Allah Swit.,
yang menjadi bukti kebesaran-Nya. Meskipun terkadang muncul perbedaan
pendapat yang dapat memicu perdebatan, umat Muslim di Indonesia umumnya
mampu menunjukkan sikap dewasa dalam berdemokrasi dan menjunjung tinggi
toleransi beragama. Hal ini menjadikan keberagaman tersebut sebagai sumber
kekuatan yang memperkaya identitas dan memperkuat persatuan umat Islam di
Indonesia.’

Berbagai gerakan keagamaan di Indonesia, baik yang dianggap radikal
atau fundamentalis, maupun yang moderat dan liberal, pada dasarnya berakar
dari perbedaan cara umat Islam memahami ajaran agama dalam merespons

realitas kehidupan di sekitarnya. Perbedaan ini tidak terlepas dari pengaruh

2 Ogi Habibi, SQ., MH, “’Sistem Demokrasi Dan Kekhilafaan Dalam Syariat Islam,”
sangaji: jurnal Syariah dan hukum, n0 1(maret 2019): him.46.

3 Siti Nazlatul Ukhra and Zulihafnani Zulihafnani, “Konsep Persatuan dalam Al-Qur’an
dan Relevansinya dengan Pancasila Sila Ketiga,” TAFSE: Journal of Qur’anic Studies 6, no. 1 (June
30, 2021): him.123.



faktor historis, kultural, dan struktural yang membentuk beragam tanggapan.
Sebagian gerakan bersifat inward looking, yang berfokus pada “pembenahan
diri” melalui upaya purifikasi, pensucian jiwa, atau dinamika dalam
pemberdayaan kelompok. Sementara itu, ada pula gerakan yang lebih outward
looking, yang melihat kehidupan dunia sebagai sesuatu yang telah menyimpang
jauh dari ajaran Tuhan akibat pengaruh sekularisme dan materialisme. Gerakan
ini sering mengecam modernitas, yang mereka anggap dicirikan oleh
individualisme, konsumerisme, dan hedonisme.*

Disatu sisi, Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila sebagai
dasar bernegara. Namun di sisi lain, terdapat kelompok-kelompok Islam yang
mengusung gagasan khilafah sebagai alternatif sistem pemerintahan yang
dianggap lebih sesuai dengan syariat Islam. Perbedaan pandangan ini berpotensi
menimbulkan gesekan di tengah masyarakat.® Saat ini, terdapat gerakan Islam di
Indonesia yang mengupayakan penerapan sistem khilafah Islam sebagai model
kepemimpinan yang dianggap ideal. Namun, langkah ini akan menjadi kurang
bijak jika dilakukan semata-mata untuk mengubah ideologi bernegara, seperti
yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), tanpa
mempertimbangkan peran dan kontribusi pihak-pihak yang turut berjuang dalam

proses kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.°

4 Rizki Pradana Hidayatulah, “Islam Puritan Dan Konteks Demokrasi Di Indonesia (Studi
Atas Gerakan Dakwah Salafi Di Kota Tanjungpinang)” (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga, Yogyakarta, 2017).

5 Mohamed Nawab Mohamed Osman, "Hizbut Tahrir Indonesia: The Pursuit of the
Caliphate in Indonesia," S. Rajaratnam School of International Studies, 20009.

& Ahdul anshor, <’Khilafah Dan Terorisme pemikiran Islam Kebangsaan kyai NU.>” him
40-41



Perbedaan pemahaman agama ini juga mencakup berbagai aspek, mulai
dari cara pelaksanaan ibadah, penafsiran teks Al-Quran dan Hadis, hingga
pandangan terhadap isu-isu kontemporer dan sosial politik yang ada di
Indonesia. Misalnya, mengenai sistem bernegara. Konsep khilafah dan
demokrasi adalah topik yang sering diperdebatkan di Indonesia, terutama dalam
konteks politik dan sosial. Setelah reformasi 1998, demokrasi di Indonesia
mengalami perkembangan yang signifikan, tetapi ide khilafah masih tetap ada di
kalangan tertentu dan bahkan mengalami kebangkitan dalam beberapa tahun
terakhir. Hal ini menyebabkan adanya ketegangan antara pendukung demokrasi
dan mereka yang melihat khilafah sebagai solusi terhadap permasalahan umat
Islam.’

Dua kelompok penting dalam spektrum pandangan keagamaan di
Indonesia diantaranya kiai pesantren salaf dan kelompok Wahabi. Pesantren
salaf dikenal dengan pendekatannya yang tradisional dalam mengajarkan agama
Islam, berfokus pada kitab-kitab klasik, dan memegang teguh pada ajaran-ajaran
para ulama terdahulu. Kiai-kiai di pesantren salaf biasanya memiliki pandangan
yang lebih berakar pada tradisi lokal dan cenderung mendukung konsep
keislaman yang inklusif.® Di sisi lain, kelompok Wahabi dikenal dengan
pendekatan mereka yang lebih skripturalis dan puritan. Mereka sering kali

merujuk langsung pada teks Al-Quran dan Hadis dan menolak praktek-praktek

" Raha Bistara, “Khilafah Vis A Vis Demokrasi: Menguak Sistem Pemerintahan Negara
Plural Yang Mayoritas Penduduknya Muslim,” Politea 4, no. 1 (June 24, 2021): him.96.

8 Mustajab Mustajab, “Kepemimpinan Kyai Salaf Di Pondok Pesantren Al-Hasani Al-
Latifi Bondowoso,” 4/ ’adalah 22, no. 1 (April 12, 2019): him.55.



yang tidak dianjurkan atau disebutkan secara eksplisit dalam teks-teks tersebut.®
Menarik untuk menilik lebih dalam bagaimana kyai pesantren salaf dan
kelompok Wahabi dalam menafsirkan dan memandang konsep khilafah dan
demokrasi sebagai sistem kenegaraan di Indonesia. Apakah ada signifikansi
persamaan dan perbedaan mereka dalam memahami konsep khilafah dan
demokrasi. Sejauh mana pemahaman terhadap khilafah dan demokrasi
mempengaruhi sikap politik yang mereka ambil.

Dikota Jambi terdapat beberapa pesantren-pesantren salaf sebagai basis
pendidikan agama. Seperti pesantren Saa'datuddren, pesantren Darul
Muhtadin,dan pesantren Nurul Iman. Disisi lain,terbukanya ruang kebebasan
untuk menyebarkan berbagai gagasan keagamaan membuat kelompok Wahabi
juga berkembang diKota Jambi melalui gerakan-gerakan dakwah yang mereka
lakukan, walaupun kelompok ini masih minoritas di Kota Jambi.

Dengan analisis yang komprehensif terhadap isu ini, penelitian
diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang
kompleksitas pemikiran politik Islam kontemporer serta tantangan dalam
menyelaraskan berbagai pandangan dalam konteks negara-bangsa Indonesia.
Dengan memahami argumentasi dan landasan pemikiran masing-masing
kelompok, diharapkan dapat ditemukan titik temu untuk menjembatani

perbedaan pandangan tersebut. Hal ini pada gilirannya dapat berkontribusi bagi

® Unggul Purnomo Aji and Kerwanto, “Teologi Wahabi: Sejarah, Pemikiran Dan
Perkembangannya,” EI-Adabi: Jurnal Studi Islam 2, no. 1 (March 28, 2023): him.46.

10 Arfan Arfan, Sahmin Sahmin, and Oktaviani Putri, “Muda Dan Anti Bid’ah: Penyebaran
Gagasan Salafi Pada Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Negeri Jambi,” Kontekstualita 37, no. 2
(2022): him.118.



upaya menjaga harmoni sosial dan keutuhan NKRI di tengah keberagaman
pemahaman keagamaan yang ada.

Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk melakukan kajian yang lebih
mendalam. pandangan kiai pesantren salaf dan kelompok wahabi dengan
menuangkannya kedalam tesis yang berjudul “Diskursus Khilafah Dan
Demokrasi Perspektif Kiai Pesantren Salaf Dan Tokoh Wahabi Kota Jambi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat beberapa pertanyaan

yang akan dijawab:
1. Bagaimana Perspektif Kiai Pesantren salaf dan kelompok wahabi
mengenai konsep Khilafah dan Demokrasi?
2. Bagaiman sikap politik kiai pesantren salaf dan kelompok wahabi terkait
penerapan sistem demokrasi diindonesia?
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk Memahami Pandangan Kiai Pesantren Salaf dan Wahabi terhadap
isu Khilafah dan Demokrasi.
b. Untuk Memahami perspektif Kiai Pesantren Salaf dan Wahabi wahabi
mengenai penerapan system demokrasi di Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian
a. Secara teoretik, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi

ilmiah di bidang hukum tata negara tentang sikap politik kiai pesantren



salaf dan tokoh wahabi mengenai konsep khilafah dan demokrasi di
Indonesia.

b. Secara Praktis, semoga penelitian ini mampu memberikan manfaat dan
semoga menjadi referensi/literasi bagi penelitian-penelitian yang akan
datang.

D. Telaah Pustaka
Peneliti membagi telaah pustaka terkait konsep khilafah dan sistem
demokrasi menjadi tiga kelompok, berdasarkan tiga variabel berbeda. Kelompok
pertama berfokus kepada konsep khilafah. Kemudian kelompok kedua
pembahasan berfokus kepada konsep demokrasi dan kelompok ketiga berfokus

kepada perbandingan konsep khilafah dan demokrasi.

Kelompok pertama menunjukkan adanya perbedaan pendapat dalam
memahami konsep khilafah. Khilafah Islamiyah dianggap sebagai sistem
pemerintahan tertinggi yang diterima oleh umat Islam dan berfungsi sebagai
representasi Tuhan di bumi untuk menetapkan hukum dan melanjutkan tugas
kenabian. Ciri khas sistem khilafah ini meliputi keberadaan ummah (komunitas
Muslim), syariah (penerapan hukum Islam), dan khalifah (pemimpin umat
Islam). Menurut Ali Abd al-Raziq, sistem pemerintahan khilafah tidak memiliki
kekuasaan yang jelas dan sah, karena tidak ada dasar legitimasi yang ditemukan
dalam al-Qur'an maupun hadis.!! Dalam praktiknya, konsep khilafah sering

dipromosikan melalui media sosial, di mana khilafah digambarkan sebagai

11 Achmad Noor Syahroni, “Konsep Khilafah Menurut Ali Abd Al-Raziq” (Skripsi,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005).



sesuatu yang wajib dan sebagai sistem yang ideal, dengan menggunakan hadis-

hadis tentang khilafah sebagai alat untuk propaganda.'?

Pertama, Saifuddin (2007), konsepsi khilafah “’studi pemikiran politik
hizbut tahrir Indonesia’” (Tesis, UIN Sunan Kalijaga), Tesis ini mengkaji konsep
poltik HTI mengenai khilafah. dan menemukan alasan strategis baik sosiologis,
politis, maupun ideologis mengapa HTI selalu menawarkan konsep khilafah
dalam memecahkan setiap persoalan umat Islam dewasa ini dan apa implikasi
konsep tersebut kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sedangkan penelitin penulis adalah mengkaji konsep khilafah dan demokrasi

perspektif kiai pesantren salaf dan toko wahabi dikota jambi.*

Kedua, Irwan masduki (2022). Penelitian ini menganalisis pemikiran
kritis Syaikh Wahbah az-Zuhaili dan Syaikh Ahmad at-Tayyib terhadap konsep
khilafah serta relevansinya dengan konteks negara Indonesia, khususnya dalam
memperkuat dasar-dasar negara Indonesia dan memberikan catatan Kkritis
terhadap kelompok-kelompok yang mendukung khilafah dan menentang
Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk menggali riwayat hidup kedua tokoh,
pemikiran kritis mereka terhadap khilafah, dan bagaimana pemikiran mereka
dapat diterapkan dalam konteks Indonesia. Selain itu, penelitian ini

menggunakan pendekatan historis dan sejarah pemikiran untuk menganalisis

12 Fikri Haikal Amdar, “Hadis Khilafah Sebagai Propaganda Di Instagram” (Tesis,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2023).

13 Saifuddid, konsepsi khilfah ¢ studi pemikiran hizbut tahrir indonesia (Tesis, UIN Sunan
Kalijaga, 2007).



genealogi pemikiran, konteks sosial, dan hubungan pemikiran kedua tokoh
tersebut dengan masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teori kritik nalar politik, teori fikih sosial, dan klasifikasi paradigma relasi agama

dan negara.) ¥

Ketiga, Nuraini (2021) Jurna Relevansi Sistem Khilafah dalam Negara
Modern’’Jurnal Studia Islamika, Artikel ini mengkaji gagasan khilafah dalam
konteks negara modern dan plural seperti Indonesia. Penulis menyoroti
perdebatan antara kelompok pendukung khilafah transnasional dan pendukung
sistem demokrasi. Perbedaan dengan penelitian penulis Fokus jurnal ini adalah
analisis akademik umum terkait relevansi khilafah, tanpa menyentuh diskursus

lokal Jambi atau pesantren.®®

Kelompok kedua penelitian ini berfokus pada konsep demokrasi. Dalam
Al-Qur'an, istilah yang merepresentasikan makna demokrasi adalah syura.
Konsep syiira dalam demokrasi disebutkan dalam QS. Al-Bagarah: 233, QS. Ali
Tmran: 159, dan QS. al-Sytra: 38. Ada empat poin yang menghubungkan ayat-
ayat Al-Qur'an tentang demokrasi dengan demokrasi masa Kini. Pertama,
kewajiban untuk bermusyawarah dan larangan terhadap sistem diktator. Kedua,
kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Ketiga, penghargaan terhadap

pendapat terbaik hasil musyawarah. Keempat, suara mayoritas dihargai dengan

14 Irwan masduki,”’Kritik Syaikh Wahbah Az-Zuhaili Dan Syaikh Ahmad At-Tayyib
Terhadap Sistem Khilafah (desertasi universitas islam Indonesia).

5Nur Aini, “Relevansi Sistem Khilafah dalam Negara Modern,” Studia Islamika, Vol. 28,
No. 1 (2021), him. 30.
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tetap melindungi hak-hak minoritas.'® Dalam perspektif sosio-kultural, banyak
nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam ajaran Islam, seperti prinsip
“hablun min Allah wa hablun minal-nas,” yang menekankan hubungan vertikal

dengan Allah dan komunikasi horizontal dengan sesama manusia.*’

Pertama, Rizki Pradana Hidayatulah, (2017) “Islam Puritan Dan
Konteks Demokrasi Di Indonesia (Studi Atas Gerakan Dakwah Salafi DiKota
Tanjungpinang (tesis uin sunan kalijaga yogyakarta) pemikiran kritis Syaikh
Wahbah az-Zuhaili dan Syaikh Ahmad at-Tayyib terhadap konsep khilafah serta
relevansinya dengan konteks negara Indonesia, khususnya dalam memperkuat
dasar-dasar negara Indonesia dan memberikan catatan kritis terhadap kelompok-
kelompok yang mendukung khilafah dan menentang Pancasila. Penelitian ini
bertujuan untuk menggali riwayat hidup kedua tokoh, pemikiran kritis mereka
terhadap khilafah, dan bagaimana pemikiran mereka dapat diterapkan dalam
konteks Indonesia. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan historis
dan sejarah pemikiran untuk menganalisis genealogi pemikiran, konteks sosial,
dan hubungan pemikiran kedua tokoh tersebut dengan masyarakat. Teori yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teori kritik nalar politik, teori fikih sosial,

dan klasifikasi paradigma relasi agama dan negara. *

16 Samsul Bahri, Nurkhalis Nurkhalis, and Muhammad Rizki, “Konsepsi Demokrasi
Menurut Al-Qur’an,” TAFSE: Journal of Qur’anic Studies 6, no. 2 (December 30, 2021): 283-300.

17 Fadli Syahdiono, “Sistem Demokrasi Indonesia Menurut Prespektif Islam,” Al-Mansyur:
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah 1, no. 2 (2022): 1-20.

18 Rizki Pradana Hidayatulah, “Islam Puritan Dan Konteks Demokrasi Di Indonesia (Studi
Atas Gerakan Dakwah Salafi DiKota Tanjungpinang)” (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga, Yogyakarta, 2017
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Kedua, Ahmad wahyudin (2013), Sistem Demokrasi Studi Perbandingan
Pemikiran Imam Khomeini Dan Ir. Soekarno (skripsi uin sunan kalijaga)
Penelitian ini mengkaji perbandingan pandangan demokrasi antara dua tokoh
revolusi, yaitu Imam Khomeini dan Ir. Soekarno, dalam konteks pemerintahan
suatu negara. Fokus utamanya adalah bagaimana kedua tokoh tersebut
menginterpretasikan demokrasi, masing-masing melalui agama (dalam kasus
Imam Khomeini) dan budaya (dalam kasus Ir. Soekarno). Penelitian ini
bertujuan untuk menggali persamaan dan perbedaan antara pandangan dan
praktik demokrasi yang diterapkan oleh kedua tokoh tersebut, serta dampaknya
terhadap sistem pemerintahan yang mereka jalankan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Imam Khomeini menerapkan teo-demokrasi (demokrasi
yang diinterpretasikan melalui agama), sementara Ir. Soekarno lebih cenderung
pada demokrasi terpimpin, yang beraroma otoriter meskipun menggunakan

istilah demokrasi. 1

Ketiga, Welis Santana Demokrasi Dalam Islam ‘Studi Analisis
Pemikiran Muhammad Quraish Shihab’ (tesis PTIQ jakarta) penelitian ini
adalah untuk mengkaji pemikiran Muhammad Quraish Shihab mengenai
demokrasi dalam Islam. Penelitian ini berfokus pada analisis dasar-dasar
normatif demokrasi dalam Al-Qur’an, dengan membandingkan antara syira
(musyawarah) dalam Islam dan demokrasi dalam tataran definitif. Muhammad

Quraish Shihab dimasukkan dalam kelompok intelektual Islam yang

19 Ahmad wahyudin ¢’Sistem Demokrasi Studi Perbandingan Pemikiran Imam Khomeini
Dan Ir. Soekarno’’ skripsi uin sunan kalijaga (2013).
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mendamaikan kedua pandangan mengenai hubungan Islam dan demokrasi.
Dalam perspektifnya, demokrasi dalam Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip
etis seperti keadilan (al-adalah), persamaan (al-musawah), dan musyawarah (as-
sydra). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an memberikan dasar
moral untuk sistem demokrasi, dengan menggali nilai-nilai kemanusiaan dan

transendental (ketuhanan) dalam pemikiran Muhammad Quraish Shihab.?°

Kelompok ketiga membandingkan khilafah dan demokrasi di Indonesia.
Khilafah dianggap sebagai sistem pemerintahan Islam untuk kemaslahatan dunia
dan akhirat, sementara demokrasi adalah sistem di mana setiap individu
memiliki kekuatan politik. Kelompok inklusif menolak demokrasi karena
menganggap kedaulatan hanya milik Tuhan, bukan rakyat. Namun, kelompok
lain berpendapat bahwa nilai-nilai demokrasi juga ada dalam Islam dan melihat
demokrasi sebagai sistem ideal untuk negara Islam, seperti yang digunakan oleh

Nabi Muhammad dan Khulafa Rasyidin.?

Pertama, Haris Mubarok "Pandangan Jamaah Tabligh dan Salafi
terhadap Khilafah, Demokrasi, dan Monarki: Satu Tinjauan di Jambi". Artikel
ini mengkaji pandangan Jamaah Tabligh dan Salafi di Jambi terhadap sistem

politik Islam, termasuk khilafah, demokrasi, dan monarki. Hasilnya

20 \Welis Santana, “’Demokrasi Dalam Islam ‘Studi Analisis Pemikiran Muhammad
Quraish Shihab’ (tesis PTIQ jakarta)

21 Bistara, “Khilafah Vis A Vis Demokrasi.”
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menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan pandangan mengenai khilafah,

terdapat perbedaan dalam menyikapi demokrasi dan monarki.??

Kedua, Raha bastara (2021) “Khilafah Vis A Vis Demokrasi: Menguak
Sistem Pemerintahan Negara Plural Yang Mayoritas Penduduknya Muslim
penelitian ini ingin mencari mencari jawaban atas kesimpang siuran mengenai
sistem pemerintahan yang ada di negara islam ataw negara yang mayoritasnya
penduduknya muslim. Karena sistem pemerintahan ini menjadi penting dalam
tonggak perubahan negara islam, perubahan yang bisa berdaya saing degan
negara-negara yang ada di barat yang sampai di detik ini negara islam bekum

bisa bersanding sejajar mengenai sistem politik yang baik dan dan tertata rapi.?3

Ketiga, Ogi Habibi, SQ., MH (2019) ’Sistem Demokrasi Dan Kekhilafaan
Dalam Syariat Islam,”” sangaji: jurnal Syariah dan hukum. Penelitian ini
mengungkapkan perbedaan pandangan masyarakat terhadap khilafah: sebagian
menolaknya dengan berbagai alasan, baik karena perbedaan agama, ketakutan terhadap
pengenaan pajak tinggi seperti pada zaman kerajaan jahiliyah, atau karena kekhawatiran
tentang penerapan hukum syariat Islam yang dianggap bertentangan dengan prinsip-
prinsip demokrasi Indonesia. Di sisi lain, ada kelompok yang mendukung khilafah

dengan alasan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim, seharusnya

22 Haris Mubarak, "Pandangan Jamaah Tabligh dan Salafi terhadap Khilafah, Demokrasi,
dan Monarki: Satu Tinjauan di Jambi," Jurnal Iimiah Sharia.

2 Raha Bistara, “Khilafah Vis A Vis Demokrasi: Menguak Sistem Pemerintahan Negara
Plural Yang Mayoritas Penduduknya Muslim,” Politea 4, no. 1 (June 24, 2021): him.96.
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menerapkan sistem khilafah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kedua perspektif

tersebut, baik yang pro maupun kontra terhadap penerapan khilafah di Indonesia. 2*

Penelitian yang akan penulis lakukan memiliki kesamaan objek dengan
penelitian terdahulu yaitu mengenai konsep khilafah dan demokrasi. Tetapi
penelitian penulis berbedari dari fokus penelitian. Penelitian yang akan penulis
lakukan berfokus kepada pandangan kiai salaf dan kelompok wahabi dalam
memaknai konsep khilafah dan demokrasi, apa yang menjadi landasan berfikir

dan bagaimana sikap politik yang mereka ambil.
E. Kerangka Teoretik

kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pandangan sebagai hasil
dari perbuatan memandang. Pandangan seseorang terbentuk melalui proses
pengamatan terhadap suatu objek, yang melibatkan pengalaman dan perasaan
dalam memberikan penilaian. Menurut Bimo Walgito, pandangan terdiri dari
tiga komponen pembentuk sikap. Pertama, komponen kognitif yang berkaitan
dengan pengetahuan, keyakinan, dan cara individu memahami objek. Kedua,
komponen afektif yang mencerminkan perasaan positif atau negatif terhadap
objek. Ketiga, komponen konatif, yaitu kecenderungan seseorang untuk

bertindak atau berperilaku tertentu terhadap objek tersebut.?

24 QOgi Habibi, SQ., MH, “’Sistem Demokrasi Dan Kekhilafaan Dalam Syariat Islam,”’
sangaji: jurnal Syariah dan hukum, n0 1(maret 2019): him.46.

%5 Bimo Walgito, Psikologi Sosial: Suatu Pengantar (Yogyakarta: Andi Offset, 1994),
him.110.
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Pandangan juga dapat diartikan sebagai persepsi, Yyaitu proses
pengamatan yang didasarkan pada komponen kognitif. Persepsi dipengaruhi
oleh pengalaman, wawasan, dan pengetahuan individu. Selain itu, pandangan
atau persepsi seseorang juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya tempat
individu berkembang, yang pada akhirnya membentuk persepsi tersebut.2®

Untuk melacak hal ini dapat dilihat dari sudut pandang sosiologi pengetahuan.

1. Teori Sosiologi Pengetahuan Peter L. Berger

Teori sosiologi pengetahuan yang dikembangkan oleh Peter L. Berger
merupakan cabang baru dalam sosiologi yang mengkaji hubungan timbal
balik antara pemikiran dan masyarakat. Fokus utama dari sosiologi
pengetahuan ini adalah pada kondisi sosial dan keberadaan
pengetahuan. 2’ Menurut Mannheim, tugas utama disiplin ini adalah
memastikan adanya hubungan empiris antara perspektif intelektual dan
struktural dengan posisi historisnya. Prinsip dasar Mannheim menyatakan
bahwa pemikiran seseorang tidak dapat sepenuhnya dipahami tanpa
mengklarifikasi asal-usul sosialnya. Berger dan Luckmann menjadikan
hubungan antara manusia dalam masyarakat dan masyarakat dalam manusia
sebagai landasan utama sosiologi pengetahuan, yang mereka kembangkan
dalam karya The Social Construction of Reality: A Treatise in The Sociology

of Knowledge.

% Mar’at, Sikap Manusia, Perubahan Serta Pengukurannya (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1981), him.22-23.

27 Muhyar Fanani, Metode studi Islam: aplikasi sosiologi pengetahuan sebagai cara
pandang, Cet. 2. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him.20.
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Berdasarkan dua gagasan utama dalam sosiologi pengetahuan, yaitu
realitas dan pengetahuan, realitas dipahami sebagai kualitas yang melekat
pada fenomena yang dianggap berada di luar kendali kita, yaitu fakta sosial
yang bersifat eksternal. Sementara itu, pengetahuan diartikan sebagai
keyakinan bahwa suatu fenomena itu nyata dan memiliki karakteristik
tertentu. Dengan kata lain, pengetahuan merupakan realitas yang hadir dalam
kesadaran individu, yaitu realitas yang bersifat subjektif.?®

Menurut Berger, realitas adalah sesuatu yang keberadaannya tidak
bergantung pada kehendak individu. Pemikirannya tentang hubungan timbal
balik antara realitas sosial objektif dan pengetahuan subjektif didasarkan pada
tiga momen dialektis: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Realitas
sosial, yang merupakan hasil konstruksi manusia melalui eksternalisasi dan
objektivasi, kemudian membentuk kembali manusia melalui internalisasi.
Proses saling membentuk ini menggambarkan dinamika realitas sosial, yang
menunjukkan hubungan dialektis antara manusia dan masyarakat.2®Untuk
menjelaskan mekanisme dari tiga momen yang membentuk proses dialektis
ini, Berger mengembangkan tiga wilayah yang tercermin dalam karyanya
bersama Luckmann. Pertama, kehidupan sehari-hari, yang dialami individu

sebagai totalitas yang teratur. Kedua, masyarakat sebagai kenyataan objektif,

28 peter L. Berger and Thomas Luckmann, Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang
Sosiologi Pengetahuan, (Jakarta: LP3ES, 2012), him.14.

29 1bid., him.41.
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dengan interaksi aktif yang membentuk dirinya sendiri. Ketiga, masyarakat
sebagai kenyataan subjektif.
. Teori relasi agama dan negara

Menurut Munawir Sadzali, ada tiga paradigma hubungan antara agama
dan negara, yaitu: Pertama, Paradigma integralistik menganggap hubungan
antara agama dan negara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, di
mana agama mencakup wilayah negara (al-din wa ad-dawlah). Dalam
pandangan ini, negara berfungsi sebagai lembaga yang mencakup kedua
aspek politik dan keagamaan, dengan pemerintahannya diselenggarakan atas
dasar kedaulatan ilahi, yang berarti kekuasaan negara berasal dari dan berada
dalam kekuasaan Tuhan. Paradigma ini dianut oleh Syiah, yang dalam
konteks politiknya mengganti istilah negara (ad-dawlah) dengan imamah
(kepemimpinan). Dalam pandangan Syiah, negara merupakan entitas
teokratis yang sah berdasarkan legitimasi keagamaan, di mana kekuasaan
mutlak berada pada Tuhan dan konstitusi negara berlandaskan wahyu Tuhan
(syar’i). Paradigma integralistik ini kemudian berkembang menjadi konsep
negara agama, yang menyatakan bahwa praktek ketatanegaraan diatur oleh
prinsip-prinsip agama, menghasilkan konsep Islam al-din wa as-dawlah.
Sumber hukum dalam sistem ini berakar dari hukum agama. Selain Syiah,
pandangan ini juga didukung oleh beberapa tokoh dari kalangan Sunni,
seperti Hasan Banna, Sayyid Qutb, Rasyid Rida, Maulana Maududi,

Tagiyudin an-Nabhani (pendiri Hizb Tahrir), dan kelompok-kelompok Salafi
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Wahabi pro-khilafah, yang menganggap penting penerapan prinsip-prinsip
agama dalam kehidupan bernegara.

Kedua, Paradigma simbiotik memandang hubungan antara agama dan
negara sebagai hubungan yang saling bergantung dan membutuhkan satu
sama lain. Agama memerlukan negara untuk dapat berkembang, sementara
negara memerlukan agama untuk mendapatkan bimbingan moral dan etika
yang dapat mendukung kemajuan negara. Pemikiran ini tercermin dalam
karya al-Mawardi, Ahkam as-Sultaniyyah, di mana al-Mawardi menjelaskan
bahwa kepemimpinan negara (imamah) berfungsi untuk melanjutkan misi
kenabian, yaitu menjaga agama dan mengatur dunia (hirasah ad-din wa ad-
dunya). Meskipun pemeliharaan agama dan pengaturan dunia adalah dua
aktivitas yang berbeda, keduanya memiliki hubungan yang saling mendukung
dalam paradigma simbiotik ini.3

Ketiga. Paradigma sekularistik memandang agama dan negara sebagai
dua entitas yang terpisah. Pandangan ini menolak konsep negara yang
didasarkan pada agama Islam, atau setidaknya menolak penentuan Islam
sebagai dasar untuk bentuk negara tertentu. Pemrakarsa utama paradigma ini
adalah ‘Ali ‘Abd ar-Razig, seorang intelektual Muslim asal Mesir. Dalam
bukunya Islam wa Usul Hukm, Raziq menyatakan bahwa Islam hanya
mencakup aspek keagamaan dan tidak terlibat dalam urusan negara. la

berpendapat bahwa Islam tidak menghubungkan agama dengan sistem

30 Munawir Sadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: Ul Press, 1999), him. 188
31 bid.
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pemerintahan khalifah, termasuk Khulafa ar-Rasyidin, yang menurutnya
bukanlah sistem politik keagamaan, melainkan sistem duniawi.3?
Teori relasi antara agama dan negara yang ditawarkan oleh Munawir
Sadzali tersebut oleh peneliti digunakan untuk mengkaji pemikiran Wahbah
kiai pesantren salaf dan tokoh wahabi. Peneliti berupaya dengan cermat
memasukkan pemikirann kedua golongan tersebut ke dalam satu dari tiga
paradigma yang ada atau malahan memunculkan bentuk paradigma keempat
yang baru; apakah pandangan kedua golongan tersebut termasuk kategori
pendukung paradigma integralistik, simbiotik atau sekularistik ataukah
perintis paradigma baru yang menjembatani antara paradigma simbiotik-
sekularistik?
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian field research® yang mengambil
data primer dari fakta sosial di masyarakat dengan metode kualitatif. Peneliti
mewawancaral kyai pesantren Salaf berlatar belakang pengasuh pondok
pesantren di Kota Jambi yaitu diantaranya pesantren Saa'datuddren dan
pesantren Darul Muhtadin, kemudian mewawancarai kelompok Wahabi di
Kota Jambi dengan metode sampling, lalu data tersebut dikaji dan dianalisis

dengan data pendukung.

32 Munawir Sadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: Ul Press, 1999), him. 188

33 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Iimu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008),
him.124.
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2. Sifat Penelitian
Sifat atau tipe penelitian ini deskriptif analitik,® yakni dengan
memaparkan pandangan kyai pesantren Salaf dan kelompok Wahabi di
Kota Jambi terhadap konsep khilafah dan sistem demokrasi di Indonesia,
kemudian penulis menganalisisnya dengan menggunakan pisau bedah
analisis berupa teori sosiologi pengetahuan dan relasi agama dan negara.
3. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial legal,® yakni kajian
sosial yang memberikan perhatian pada hukum, proses hukum atau
sistem hukum. Penelitian ini akan menelaah konsep-konsep, pandangan
teoretis kyai pesantren Salaf dan kelompok wahabi tentang konsep
khilafah dan demokrasi di Indonesia yang kemudian akan penulis analisis
untuk menjawab rumusan masalah.
4. Sumber Data
a. Sumber Data Primer
Data-data dari hasil wawancara terhadap para Kyai pesantren
salaf di Kota Jambi yaitu di pesantren Saa'datuddren dan pesantren

Darul Muhtadin. Kemudian, sumber data primer juga berasal dari

3% Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2002), him.102.

35 Sulistyowati Irianto, Kajian sosio-legal, Edisi pertama. (Denpasar, Bali: Pustaka Larasan
bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012),
him.16.
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hasil wawancara terhadap kelompok Wahabi yang berada di Kota
Jambi.
b. Sumber Data Sekunder
Pengumpulan data dari sumber sekunder digunakan untuk
memperkuat data primer yang telah terkumpul. Sumber data sekunder ini
bisa berupa buku, artikel, berbagai literatur, serta penelitian lain yang
relevan dengan konsep khilafah dan demokrasi.
c. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Penulis mewawancarai kyai pesantren salaf yang memiliki
otoritas keagamaan di Kota Jambi yang secara spesifik merupakan
Kyai pesantren Saa'datuddren dan pesantren darul muhtadin di Kota
Jambi. Kemudian penulis juga mewawancarai kelompok wahabi
yang berada di kota jambi.
b. Dokumentasi
Penulis mengumpulkan berbagai informasi dari sumber
pustaka dan dokumen yang relevan terkait konsep Khilafah dan
sistem demokrasi di Indonesia.
c. Analisis Data
Setelah data didapat dari wawancara dan dokumentasi,
kemudian data direduksi atau merangkum data, yakni memilih hal-
hal yang pokok dan fokus penting, serta dicari tema dan polanya. '

Setelah direduksi, lalu data di-display atau disajikan, baru kemudian
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dianalisis, yakni dengan memilah data yang relevan, menyusunnya
secara sistematis serta dengan menganalisis data-data yang telah
diklasifikasikan dari hasil pengumpulan data sehingga bisa
menjawab rumusan masalah dalam penelitian kemudian bisa diambil
kesimpulan.®

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun pembahasan dalam lima bab
yang dilengkapi dengan beberapa sub-bab untuk memberikan alur yang lebih
terorganisir. Berikut adalah struktur diskusi dari penelitian ini untuk

memberikan penjelasan yang lebih mendalam.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan
dicapai dalam penelitian ini. Pada bab ini meliputi Latar Belakang Masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka

Teori, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang diskursus mengenai konsep khilafah dan
demokrasi secara umum mulai dari depenisi, kreteria dan khilafah dalam lintas
sejarah kemudian dilanjutkan tentang konsep demokrasi dimulai dari depenisi
dan bagaimana demokrasi bisa menyesuaikan dengan nilai-nilai islam.

Bab ketiga, berisi paparan data tentang letak geografis Kota jambi.

Kemudian pandangan keagamaan Kiai Pesantren Salaf dan kelompok Wahabi

36 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan (Jakarta:
Prenademedia, 2014), him.407.
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terhadap konsep khilafah dan demokrasi. Kemudian dilanjutkan dengan sikap
politik kiai pesantren salaf dan tokoh wahabi dikota jambi.

Bab empat, berisi tentang Analisis Data. Bab ini akan menjelaskan dan
menganalisis pandangan kiai Salaf dan Kelompok Wahabi terhadap konsep
khilafah dan demokrasi, menganalisis konstruksi berfikirnya dan menganalisis
implikasi dari pemahaman mereka terhadap sikap politik yang diambil.

Bab kelima, berisi penutup. Pada bab ini, penulis akan memaparkan

kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pertama, kiai pesantren salaf di Kota Jambi memandang khilafah
sebagai sistem pemerintahan ideal dalam Islam, tetapi dengan pemahaman yang
lebih kontekstual dan moral dari pada literal. Mereka menginternalisasi nilai-
nilai khilafah, seperti kemaslahatan dan kedamain, dalam kerangka sistem
demokrasi Pancasila di indonesia yang dianggap relevan dengan kondisi politik
saat ini diindonesia. Meskipun demokrasi bukan berasal dari Islam, kiai-kiai ini
menerima prinsip-prinsip demokrasi, seperti musyawarah, sebagai instrumen
untuk mencapai kebaikan bagi masyarakat. Dengan demikian, mereka berusaha
mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan praktik demokrasi untuk menjaga
keberagaman dan persatuan di Indonesia. Tokoh Wahabi meskipun tetap
menginginkan agar nilai-nilai Islam diterapkan dalam kehidupan sosial. Mereka
melihat khilafah sebagai sistem pemerintahan ideal, tetapi menyadari bahwa
penerapannya secara literal sulit dalam konteks modern. Tokoh Wahabi lebih
fokus pada penerapan syariah dalam kehidupan individu dan masyarakat, seperti
melarang riba dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan Islam,
tanpa mendukung negara teokrasi. Mereka juga menolak konsep khilafah yang
diperjuangkan oleh kelompok tertentu yang dianggap lebih politis daripada
religius. Dengan demikian, mereka berusaha menjaga integritas ajaran Islam

sambil tetap beradaptasi dengan realitas sosial-politik saat ini.
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kedua, sikap politik Kiai Pesantren Salaf terhadap demokrasi di
Indonesia menunjukkan bahwa mereka cenderung lebih pragmatis. Mereka
menerima sistem demokrasi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip
syariah. Kiai Pesantren Salaf menginginkan penerapan nilai-nilai Islam dalam
kehidupan sosial dan politik, serta berusaha untuk mengakomodasi ajaran Islam
dalam sistem pemerintahan yang ada. Meskipun mereka menolak penerapan
negara Islam formal, mereka tetap berkomitmen untuk menjaga moralitas dan
norma-norma Islam dalam masyarakat. Keterlibatan mereka dalam politik
praktis, termasuk partisipasi dalam pemilihan umum, mencerminkan pendekatan
yang lebih terbuka terhadap demokrasi, asalkan tetap dalam batasan yang sesuai
dengan syariah.Sikap politik tokoh Wahabi terhadap demokrasi di Indonesia
adalah bahwa mereka menolak demokrasi liberal yang terlalu sekuler dan
berpotensi mengabaikan nilai-nilai syariah. Meskipun mereka mengakui bahwa
sistem demokrasi dapat dimanfaatkan untuk tujuan dakwah dan pendidikan,
mereka tetap kritis terhadap aspek-aspek yang dianggap bertentangan dengan
prinsip-prinsip Islam. Tokoh Wahabi lebih memilih penerapan nilai-nilai Islam
dalam kehidupan berpolitik dan bernegara, tanpa mendukung perubahan sistem
pemerintahan menjadi negara teokrasi. Mereka menginginkan agar sistem
hukum di Indonesia menghormati ajaran Islam, tetapi tetap dalam kerangka

demokrasi yang ada.

B. SARAN
I.  Untuk Akademisi dan Peneliti Lainnya Penelitian ini dapat dilanjutkan

dengan mengkaji pandangan kiai pesantren salaf dan tokoh Wahabi di
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wilayah lain di Indonesia untuk melihat pola atau perbedaan pandangan
terhadap isu khilafah dan demokrasi. Dan juga Sebaiknya dilakukan analisis
komparatif dengan tokoh agama dari latar belakang organisasi yang
berbeda, seperti Muhammadiyah atau ormas Islam modernis lainnya, untuk
memperkaya perspektif.

Untuk Pemerintah dan Pembuat Kebijakan Pemerintah dapat memanfaatkan
hasil penelitian ini untuk memahami pandangan keagamaan di tingkat lokal
dalam menyusun kebijakan yang berhubungan dengan isu agama dan
politik. diharapkan pemerintah dapat membangun dialog dengan para kiai
pesantren salaf dan tokoh Wahabi untuk mencari titik temu terkait isu-isu
keagamaan yang sensitif, seperti penerapan nilai-nilai syariah dalam sistem
demokrasi.

Untuk Pesantren dan Komunitas KeagamaanPesantren salaf dan komunitas
Wahabi dapat menggunakan temuan ini untuk merefleksikan pandangan
mereka terhadap khilafah dan demokrasi, khususnya dalam konteks
kehidupan berbangsa dan bernegara.Pesantren dapat mengembangkan
wacana yang lebih inklusif dalam mengajarkan konsep khilafah, sehingga
dapat dikontekstualisasikan dengan sistem demokrasi yang ada di
Indonesia.

Untuk Penulisan Tesis Selanjutnya Perkuat analisis data wawancara dengan
mencantumkan lebih banyak konteks sosial dan politik, sehingga temuan
lebih aplikatif. Gunakan teori sosiologi pengetahuan Peter L. Berger sebagai

alat analisis yang lebih dalam, terutama pada proses internalisasi nilai-nilai
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Islam dalam sistem demokrasi. Tambahkan rekomendasi strategis untuk
mengatasi potensi konflik ideologis antara konsep khilafah dan demokrasi
di Indonesia.

Semoga saran ini dapat menjadi acuan untuk pengembangan kajian

keilmuan dan praktik sosial-politik di Indonesia.
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wawancara Bersama ummi amigos salah seorang tokoh perempuan salafi di kota
jambi pada tanggal 12 agustus 2024 jam 22:35.

wawancara dengan guru ali seorang kiai pimpinan pondok pesantren darul
muhtadin kota jambi pada tanggal 30 juli 2024 jam 10:02.

Wawancara dengan ust fakhrurorozi,Lc. dimasjid mujahidin kota jambi pada
tanggal 07 agustus 2024 jam 19:45.

Wawanca Bersama ustad Rahmad Basuki salah seorang kelompak wahabi di kota jambi
dan pengajar di masjid ubay bin ka’ab kota jambi

Wawancara dengan ust Bilal abu azfa, Lc.kota jambi pada tanggal 03agustus 2024
jam 20:45.

Wawancara dengan ustad khuwailid salah satu kiai di ponpes sa’adatuddaren pada
tanggak 3 agustus 2024 pukul 19:43.

Wawancara dengan ustadz Amin salah satu kiai di ponpes sa’adatuddaren pada
tanggak 3 agustus 2024 pukul 17:43.

Hasil wawancara dengan Abdul-kadir seorang kiai ponpes sa’adatuddaren kota
jambi pada tanggal 27 juli 2024, jam 20:06.
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